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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum 

Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah 

oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, 

antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak 

kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan 

pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran 

kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai 

pengguna layanan. 

Penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai 

sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk 

melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain 

bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk 

berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan 

memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, 

penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan 

menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak 

kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting 

untuk diselenggarakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan FKP ini adalah: 

a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan 

masukan dan saran kepada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin atas layanan yang 

diterima selaku pengguna layanan. 

b. Memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada antara 

lain terkait penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Kab. Tapin, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: 

a. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan Dinas Ketahanan Pangan 

sehingga dapat menimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik/pengguna 

layanan 

b. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin : 

- Sarana mengajak dan mendidik publik 

- Mendapatkan masukan/saran dari masyarakat/public berkaitan dengan 

- Standar Pelayanan yang disusun untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaanya 

- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang 

diterapkan 

c.    Bagi publik/pemangku kepentingan: 

- Ruang partisipasi masyarakat 

- Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijkan yang diterapkan 

- Memperoleh kepastian pelayanan melalui pengawasan yang dilakukan 

- Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan peneyelenggara 

- Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 

dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 4 November 2024 bertempat di Aula Dinas 

Ketahanan Pangan. 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

 Penyelenggara kegiatan FKP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan peserta FKP 

adalah Kepala Dinas DKP, Sekretaris DKP, para Kabid dan karyawan DKP, dan 

perwakilan setiap Kecamatan. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

 FKP dilaksanakan secara tatap muka dan diskusi langsung dengan perwakilan 

setiap kecamatan.  

 

4. Susunan Acara FKP 

 Susunan acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 sebagai berikut : 

No Waktu (WITA) Acara 
Petugas/Penanggung 

Jawab 

1. 09.30 – 10.00 Registrasi Peserta Panitia 

2. 10.00 – 10.15 PEMBUKAAN  

  - Laporan Kepala Dinas  Kepala Dinas 

3. 10.15 - 10.30 Paparan Materi Sekretaris  

4. 10.30 – 11.15 Diskusi Seluruh Peserta 

5. 11.15 – 11.30 Kesimpulan Sekretaris 

6. 11.30 – 12.00 Penutup/Doa Panitia 
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

 Permasalahan yang dibahas dalam kegiatan FKP ini adalah permasalahan dan 

evaluasi dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk kegiatan masyarakat 

ekstrim yang terlaksana pada tahun 2024. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik yang dilakukan diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang 

disampaikan oleh pengguna layanan. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang 

disampaikan oleh publik sebagai berikut : 

1) Pengumpulan tanda terima bantuan bahan pangan pokok untuk masyarakat 

miskin pada beberapa desa belum lengkap 

2) Kegiatan penyaluran dengan SKPD lain bertabrakan sehingga kurang 

maksimal dalam menjalankan penyaluran oleh petugas kecamatan. 

3) Gerakan pangan murah agar dilakukan lebih sering terutama di daerah yang 

jauh dari pasar. 

2. Analisis 

 Akses pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh pengguna 

layanan. Dinas Ketahanan Pangan dituntut memberikan pelayanan prima kepada 

pengguna layanan. Semakin banyak masukan aspirasi dan keluhan dari pengguna 

layanakan maka juga akan memberikan dampak baik pada Dinas Ketahanan Pangan 

dalam meningkatkan performa pelayananan. Beberapa tanggapan yang disampaikan 

oleh peserta acara FKP diantaranya adalah : 

a. Tanda terima dalam sebuah bantuan penyaluran merupakan hal penting dalam 

pelengkap berkas data sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mutlak untuk 

bukti telah dilaksanakannya sebuah penyaluran secara transparan, adil, dan 

terstruktur. 

b. Jadwal yang terstruktur dan terkoordinasi merupakan hal penting dalam 

menjalankan sebuah kegiatan agar sebuah proses kegiatan dapat diminimalisir 

setiap resikonya sehingga kegiatan dapat dimaksimalkan untuk mencapai hasil 

yang baik. 

c. Menggelar pasar murah di banyak titik penting karena memastikan akses yang 

mudah bagi masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan pokok dengan 

harga terjangkau, menyebarkan manfaat secara merata, membantu stabilisasi 

harga, memberikan dukungan ekonomi langsung kepada masyarakat, dan 

menjadi platform untuk pemberdayaan masyarakat.  
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3. Rencana Aksi 

Rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan rekomendasi kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. adanya insentif jasa pada saat melibatkan pihak kecamatan/desa untuk 

membantu kelengkapan data yang diperlukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. 

b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain agar jadwal dalam penyaluran tidak 

tabrakan. 

c. Akan diusulkan untuk tahun berikutnya anggaran yang lebih besar supaya 

frekuensi GPM bisa di perbanyak, utamanya di daerah yang jauh dari pasar.  
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D. PENUTUP 

Dengan telah terlaksananya kegiatan forum konsultasi publik maka Dinas Ketahanan 

Pangan berkomitmen untuk : 

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat sebagai pedoman peningkatan layanan 

bagi Dinas Ketahanan Pangan. 

Demikian Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Dinas Ketahanan 

Pangan ini disusun, semoga dapat memberikan informasi. Kritik dan saran sangat kami 

harapkan guna tersusunya laporan ini lebih baik kedepannya. 
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Lampiran 1 Berita Acara yang ditandatangani 
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Lampiran II Salinan Daftar Hadir 
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LAMPIRAN III Surat Undangan 
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LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan 

 


